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PERATURAN DAERAH  KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR  3  TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

  

Menimbang 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mengingat 

: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
: 

a. 
 

 
 
b. 

 
 

 

c. 
 

 
 
 

 
d. 

 
 
 

 
 
 

 
1. 

 
 
 

 
 

 

2. 
 

 
 
 

 
 

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai 
dengan kebutuhan dan potensi desa; 
bahwa pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud 

pada huruf a di atas, ditetapkan  dengan Peraturan 
Desa berpedoman pada peraturan perundang – 
undangan yang berlaku; 

bahwa untuk menindak lanjuti pasal 2 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 

tentang Badan Usaha Milik Desa Pemerintah 
Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan 

BumDes; 
bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  dalam huruf a, huruf b dan  huruf c perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara 
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa. 
 
 

 
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3   Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan sebagai Undang – undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor  72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820) 

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara 
republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)  
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3. 
 

 
 
 

4. 
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10. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286)  
 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844);  
 
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5243); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pebinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4337); 
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13. 
 

 
14. 

 

 
15. 

 

 
16. 

 
 

17. 

 
 

 
 

18. 

 
 
 

 
 

 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme 
Penyusunan Peraturan Desa. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 
tentang Badan Usaha Milik Desa 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Produk Hukum Daerah; 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa ; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 11 Tahun  2010 tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah. 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 
 

dan 

 
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA 

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK 

DESA 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

2. Bupati  adalah Bupati Hulu Sungai Tengah 

3. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam wilayah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut dengan BPD, adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas  wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

6. Pemerintah Desa adalah Pembakal dan seluruh perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat BPD  
bersama Pembakal. 

8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha 

yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal 
dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 

9. Usaha desa  adalah jenis usaha  yang    berupa   pelayanan  ekonomi desa 
seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil 
pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. 

10. Pihak ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, 
BUMN,BUMD, Instansi Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik 
perorangan, nasional atau asing. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN 
 

Pasal 2 

 
(1) Syarat pembentukan BUMDes : 

a. atas inisiatif pemerintah desa  dan masyarakat berdasarkan musyawarah 
warga desa; 

b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat ; 

c. sesuai dengan pembentukan masyarakat, terutama dalam pemenuhan 
kebutuhan pokok; 

d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal 

terutama kekayaan masyarakat; 

 

 



5 

 

 

 

e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; 

f. adanya  unit – unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi 

warga masyarakat yang di kelola secara parsial dan kurang terakomodasi; 
dan 

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.  

(2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan  melalui tahap : 

a. rembug desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan; 

b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah 

Tangga yang sekurang – kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, 
penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil 
dan kepailitan; 

c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan  

d. penerbitan peraturan desa.  

 

Pasal 3 

 

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-
kurangnya memuat : 

a. maksud dan tujuan ; 

b. nama dan kedudukan ; 

c. bentuk badan hukum; 

d. kepengurusan ; 

e. hak dan kewajiban ; 

f. permodalan ; 

g. bagi hasil usaha 

h. kepailitan 

i. kerjasama 

j. pelaporan 

k. mekanisme pengorganisasian dan pertanggungjawaban 

l. pembubaran. 

 
BAB III 

KEWAJIBAN DAN HAK BUMDES 
 

Pasal 4 

 
Kewajiban BUMDes adalah : 

a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa 
tentang Pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan Pendapatan Asli Desa; 

 


